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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki berrbagai macam suku bangsa
dan termasuk juga memiliki berbagai agama. Sehingga dapat terjadi berbagai
permasalahan terhadap agama di Indonesia yang haruslah diliput oleh suatu
organisasi yang bernama pers. Pers memiliki kebebasan dalam meliput segala
permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan adanya kebebasan pers. Namun hal
tersebut sulit untuk dilakukan karena adanya suatu pasal yang dapat menghalangi
kebebasan pers tersebut yaitu pasal 156a tentang Penodaan Agama. Pasal tersebut
sangatlah kurang lengkap dan tidak jelas, sehingga dapat membuat kebebasan pers
atau pun kebebasan berpendapat mengenai suatu agama sangatlah sulit untuk
dilakukan. Pasal tersebut menyenbabkan terjadinya ketidakadilan terhadap pihak
pers yang meliput suatu permasalahan agama di Indonesia sehingga Pasal tersebut
sangatlah berbahaya terhadap kebebasan berpendapat dan termasuk kebebasan
pers. Pasal tersebut dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dalam
mendapatkan informasi dari pers dan menyebabkan kebebasan dalam mendapatkan
informasi pun menjadi terhalangi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hak asasi manusia menjadi suatu bahasan yang penting setelah Perang
Dunia Il dan pada waktu pembentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945.
Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum
alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi
manusia yang dipahami sebagai Natural Rights merupakan suatu kebutuhan dari
realitas sosial yang bersifat universal Dalam perkembangannya telah mengalami
perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek
sosial di lingkungan kehidupan masyarakat.*

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah
tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan
Amandemen | s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM
tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya UUDS 1950 yang pernah berlaku
dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak
dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun dengan Dekrit Presiden 5 Juli
1959, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku dan UUD 1945 dinyatakan berlaku
kembali.®

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap
warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dengan demikian,

masyarakat akan dilindungi oleh hukum dalam berserikat, berkumpul dan dalam

! Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat, him. 1
?ibid, him. 1



mengeluarkan pendapat, tetapi tetap dilakukan dengan bertanggung jawab dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.?

Kebebasan Berpendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum, bentuk-bentuk Kebebasan Berpendapat secara lisan
adalah melalui unjuk rasa atau demokrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar
bebas*. Sedangkan Kebebasan Berpendapat secara tulisan dapat berbentuk tulisan
opini dalam suatu majalah, koran maupun internet, poster, melalui media pers, dan
masih banyak lagi. Dalam menjalankan Kebebasan Berpendapat pasti akan
terdapat persamaan dan perbedaan pendapat di dalamnya. Hal itu wajar terjadi
karena tidak semua masyarakat sama dan memiliki pemikirannya sendiri.

Dalam Kebebasan Berpendapat, terdapat objek-objek yang dapat dijadikan
sasaran dalam menyatakan pendapat dan salah satu objek tersebut adalah Agama.
Agama dapat menjadi objek dalam menyatakan pendapat karena terdapat lebih
dari satu agama di Indonesia dan karena kebebasan memeluk agama merupakan
salah satu bentuk dalam menjalankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam kenyataanya terdapat aliran-aliran
agama lain di dalam keenam agama tersebut yaitu seperti Islam NU, Islam
Muhammadiyah, maupun diluar keenam agama tersebut seperti Sunda Wiwitan
dan masih banyak lagi, tetapi aliran agama tersebut bukanlah aliran agama yang
resmi secara konstitusi namun tetap diakui keberadaannya di dalam kehidupan
beragama masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan keberagaman di Indonesia terutama keberagaman dalam
agama, terkadang terjadi suatu penodaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu
penodaan agama. Penodaan agama sendiri dapat terjadi karena berbagai macam
hal namun biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat terhadap agama
satu dengan agama lainnya, kurangnya pengetahuan mengenai agama-agama di

Indonesia sehingga terjadi kesalahan dalam mengeluarkan pendapat mengenai

% http://limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-28-sampai-pasal-28j-uud-1945/
* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka
Umum



agama-agama tersebut sehingga dianggap sebagai penodaan agama dan atau
karena memang sengaja menodai agama lain karena merasa agamanya paling
benar. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari penyebab terjadinya
penodaan agama Yyang dapat menghasilkan konflik di antara kehidupan
masyarakat Indonesia.

Penodaan Agama dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Bila
dilakukan secara lisan, maka kriterianya terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka
Umum yaitu harus dilakukan “di depan umum”. Bila dilakukan secara tulisan,
maka dapat dilakukan sama seperti dalam memberikan pendapat secara tertulis
yaitu melalui majalah, poster, mading, media cetak dan internet.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu media yang sangat
penting yaitu Pers. Pengertian Pers dalam arti luas adalah segala sesuatu yang
dicetak, termasuk disini kalender dan perangko. Namun, ada pula yang
mengartikan pers secara luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik
yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio,
televisi maupun internet.’> Dalam pengertian yang lebih sempit, pers bisa berarti
surat kabar, majalah, buletin, dan kantor berita. Ada juga yang memberi
pengertian sebagai kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan
perantaraan barang cetakan.®

Pers memiliki suatu hak dalam menyampaikan pendapat yaitu Kebebasan
Pers. Kebebasan Pers merupakan bagian dari Kebebasan Berpendapat karena Pers
memiliki pekerjaan untuk memberikan opini, kebenaran dan fakta yang terjadi di
dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, penggunaan Kebebasan Pers
dapat menyebabkan Penodaan Agama sehingga menyebabkan konflik baru di
dalam kehidupan masyarakat

Tetapi bila melihat dan membaca perundang-undangan, terutama KUHP
Pasal 1564, tidak terdapat pengertian maupun kriteria mengenai Penodaan Agama

sendiri sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan di dalamnya. Terjadinya

® Hamdan Daulay., Jurnalistik dan Kebebasan Pers, him 3
®ibid., him 3



penyalahgunaan karena dengan tidak adanya pengertian maupun Kriteria
mengenai Penodaan Agama, maka setiap masyarakat dapat mempidana anggota
masyarakat lainnya maupun Pers sendiri bila memberikan opini terhadap agama
yang berada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena pandangan ‘“Penodaan
Agama” setiap masyarakat pasti berbeda dan tidak sama sehingga pada akhirnya
akan menyebabkan ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini perlu dianalisis lebih
mendalam hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “ANALISIS
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA”,

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dan bagaimana Kkriteria Kebebasan Pers di dalam perundang-

undangan Indonesia?

2. Bilamanakah kebebasan menyatakan pendapat melalui pers (Kebebasan

Pers) dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap agama?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis
Normatif.

Disamping itu juga akan digunakan sumber hukum primer, sekunder dan
tersier. Bahan primer merupakan data yang didapat dari bahan — bahan hukum
yang berhubungan dengan tema dari penulisan hukum ini, seperti:

e Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

e Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama

e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di

Muka Umum



e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¢ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

e Universal Declaration of Human Rights

¢ International Covenant on Civil and Political Rights

Sedangkan bahan sekunder adalah bahan-bahan yang dapat digunakan
untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer, yang didapat
dari buku dan jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan tersier adalah bahan-bahan yang
dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan
primer dan sekunder, yang didapat dari materi perkuliahan dan informasi yang ada
di media cetak maupun media elektronik mengenai Kebebasan Pers dan Penodaan
Agama.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria Kebebasan Pers di dalam perundang-undangan
Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kebebasan menyatakan pendapat melalui

pers (Kebebasan Pers) dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap

agama
15 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar
belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB 2 : KEBEBASAN PERS SEBAGAI HAK ASASI
MANUSIA

Bab 2 ini akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum
mengenai Pers, Kebebasan Pers, Undang-Undang dan peraturan-peraturan
yang mengatur mengenai Kebebasan Pers, Kewajiban Pers dan Hak-Hak

yang dimiliki oleh Pers sesuai dengan pengaturan Hak Asasi Manusia.

BAB 3 : PENODAAN AGAMA SEBAGAI TINDAK
PIDANA

Bab 3 ini akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum
mengenai Penodaan Agama, Undang-Undang dan peraturan-peraturan
yang mengatur mengenai Penodaan Agama menurut perspektif Hak Asasi

Manusia dikaitkan dengan contoh kasus karikatur The Jakarta Post.

BAB 4 : HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS
DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI
SEGI HAK ASASI MANUSIA

Bab 4 ini akan menyajikan tinjauan hukum terhadap contoh kasus
karikatur The Jakarta Post dari perspektif Undang-Undang Penodaan
Agama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BAB 5 : PENUTUP

Bab 5 ini akan membahas mengenai kesimpulan dari analisis contoh kasus
karikatur The Jakarta Post dengan kaitannya terhadap Kebebasan Pers
dengan menggunakan Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers.
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